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Prakata

uku ini menyajikan analisis mendalam mengenai hak pengelolaan
Btanah dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia, dengan
fokus khusus pada pemanfaatan pendapatan pemerintah dari hasil
reklamasi. Penulis mengupas berbagai aspek hukum yang mengatur hak
pengelolaan tanah dan bagaimana pendapatan dari proyek reklamasi dapat
dioptimalkan untuk kepentingan publik.

Di dalamnya terdapat konsep dasar hak pengelolaan tanah, termasuk
definisi, sejarah, dan evolusi regulasi hukum terkait di Indonesia. Penulis
memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai jenis hak atas
tanah, peran pemerintah dalam pengelolaan tanah, serta kerangka hukum
yang mendasarinya.

Selanjutnya, buku ini membahas secara rinci tentang reklamasi tanah,
proses pelaksanaannya, dan dampak ekonominya. Penulis menguraikan
bagaimana proyek reklamasi dilakukan, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, hingga pengawasan. Terdapat pula studi kasus yang
menggambarkan proyek reklamasi di berbagai wilayah Indonesia, yang
menyoroti praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi.

Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang
mengatur pendapatan pemerintah dari reklamasi, termasuk mekanisme
pemungutan, distribusi, dan penggunaannya. Dalam bab ini, diulas pula
bagaimana pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
pelestarian lingkungan.



Hak Pengelolaan Tanah: Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan
Pemerintah Hasil Reklamasi adalah sumber penting bagi akademisi,
praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang terlibat dalam
pengelolaan tanah dan reklamasi. Buku ini tidak hanya memberikan
wawasan teoritis, tetapi juga panduan praktis yang dapat diterapkan untuk
mendukung tata kelola tanah yang lebih baik di Indonesia.
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BAGIAN |

Pengantar Hak Pengelolaan Tanah

Semakin pesat perkembangan penduduk di perkotaan mengakibatkan
persediaan tanah di perkotaan khususnya Jakarta menjadi terbatas.
Kebutuhan akan tanah tidak bisa dieelakan lagi keberadaannya.
Tanah merupakan aset berharga bagi manusia dan menjadi penting
untuk kehidupan manusia dalam pelaksanaan pembangunan, karena
itu sebelum pelaksanaan suatu pembangunan harus ada terlebih
dahulu tersedianya komponen utama yaitu tanah. Tanpa ada tanah,
pembangunan tidak bisa diwujudkan. Hal tersebut dikarenakan selain
menjadi salah satu kebutuhan manusia tanah juga dapat memberikan
keuntungan secara ekonomis.

Tanah hasil reklamasi untuk Pelabuhan di Indonesia sangat berharga
Tanah yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis lebih
dititikberatkan kepada penggunaannya untuk keperluan mendirikan
bangunan berupa perumahan, toko, kantor, rumah sakit, hotel, gedung,
gudang, pabrik, pasar, mall, terminal dan pelabuhan. Di era globalisasi ini
kebutuhan terhadap tanah bertambah, hal ini diiringi oleh bertambahnya
penduduk sebagai salah satu pemicu semakin banyaknya tanah yang
diperlukan, baik untuk keperluan tempat tinggal ataupun keperluan
kegiatan usaha. Permintaan kebutuhan akan tanah tidak seimbang dengan
area tanah yang tersedia, sehingga persediaan tanah semakin sedikit dan
semakin berkurang. Penggunaan tersebut dapat memberikan keuntungan
bagi penguasa/pemilik tanah. Tanah dapat dikuasai oleh Perseorangan,



Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Keagamaan, Badan Sosial. Penguasaan tersebut dapat berstatus
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.

Bertambahnya permintaan area tanah tersebut mendorong negara
melalui pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan atas tanah dengan
alternatif yaitu melalui pemekaran vertikal dengan membangun gedung-
gedung bertingkat dan rumah susun. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dengan mengubah wilayah pantai
menjadi daratan baru atau yang dikenal dengan kegiatan reklamasi pantai.

Reklamasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi terbatasnya
tanah. Reklamasi adalah suatu proses pengurukan wilayah pantai menjadi
wilayah daratan. Reklamasi merupakan suatu kondisi yang dapat terjadi
di wilayah-wilayah kota besar di Indonesia untuk menjawab kebutuhan
tanah. Dari segi bahasa, kata reklamasi berasal dari bahasa inggris yaitu
reclamation yang berarti pekerjaan memperoleh tanah. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reklamasi adalah pemanfaatan
daerah yang semula tidak berguna untuk memperluas tanah atau tujuan
lain, misalnya dengan cara menguruk daerah rawa-rawa. Jadi reklamasi
pantai dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan
dengan luasan tertentu di daerah pesisir dan laut. Menurut Sekretaris
Direktorat Jendral Penaraan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum,
reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau
bantaran sungai'.

Indonesia yang mempunyai wilayah garis pantai sepanjang +95.000
km, selain mengandung sumber daya alam yang melimpah, wilayah
pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti transportasi dan
pelabuhan, kawasan industri dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi
dan pariwisata serta kawasan pemukiman. Kota-kota besar di Indonesia
merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan
kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tidak

! Ningsi. Reklamasi Pantai (tinjauan Sosiologi Pembangunan Masyarakat Pulai Wangi-

Wangi Kabupaten Wakatobi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017,
hal. 12
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Dasar-Dasar Negara Hukum

Teori Negara Hukum

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat
ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat, dilaksanakan menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 (perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945)*°.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya
berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan
untuk menyelenggarakan ketertiban hukum'. Teori negara hukum
didasari pada pengertian negara hukum yang telah mengalami perubahan-
perubahan. John Locke yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga
lembaga, yakni eksekutif, legislative, dan yudikatif. A.V.Dicey, salah
seorang pemikir Inggris mengemukakan tiga unsur utama pemerintah
yang kekuasaannya di bawah hukum (rule of law), yakni supremacy of
law, equality before the law, dan constitution based on individual rights.
Rumusan tersebut sesungguhnya mengakui adanya kedaulatan hukum
untuk mencegah adanya kekuasaan yang bersifat pribadi maupun
kelompok.

!¢ Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, Bandung:
Grafiti, 2009), hal.125
7 S.E. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal hukum Isu
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Di Indonesia, simposium mengenai negara hukum pernah
dilaksanakan di Jakarta pada Tahun 1966, dalam simposium tersebut
diputuskan tentang ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yangmengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan
kebudayaan.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi
oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

3. Legalitas dengan arti hukum dalam segala bentuknya.

Sebagai negara yang lahir pada zaman modern, maka Indonesia juga
menyatakan diri sebagai negara hukum. Ketentuan Indonesia sebagai
negara dapat dilihat dalam Pembukaan, dan Pasal-Pasal Undang-Undang
Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Alinea
pertama memuat kata “peri keadilan”, dalam Alinea kedua memuat istilah
“adil’, serta dalam Alinea keempat memuat kalimat “keadilan sosial” dan
“kemanusiaan yang adil”. Semua kata “adil” tersebut berindikasi kepada
pengertian negara hukum karena tujuan hukum ialah untukmencapai
keadilan. Kemudian dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945
memuat “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini jelas
menunjukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada
negara hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian menurut Pasal 4
bahwa Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menyatakan bahwa Presiden dalam
menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 27 menyatakan
bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Pasal ini juga menjamin
prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, jega
menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi supremasi

HAK PENGELOLAAN TANAH
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BAGIAN Il1

Konsep Hukum Pemerintah Daerah

Teori Kepemilikan

Teori kepemilikan tanah sebagai harta kekayaan yang dikembangkan dari
terjemahan filosofi, asas, dan ajaran hukum yang dianut Negara, sehingga
dapat menjadi pedoman acuan perumusan norma pelaksanaan maupun
penegakkan serta penyelesaian sengketa hukum diantara Warga Negara
Indonesia (WNI).

Mengingat pentingnya tanah bagi manusia sementara tanah itu
tidak dapat bertambah mengikuti bertambahnya jumlah manusia maka
dibutuhkan hukum untuk mengatur tentang tanah. Pengaturan itu
meliputi hubungan antara manusia dengan tanah, bukti hukum hubungan
manusia dengan tanah, penggunaan tanah untuk kepentingan bersama
atau umum, pengalihan tanah, dan lainnya.

Hubungan antara manusia dengan tanah yang paling kuat adalah
hubungan kepemilikan manusia atas tanah. Pemegang milik atas tanah
memiliki kekuasaan untuk menggunakan tanah miliknya, menolak
berbagai gangguan dari pihak lain terhadap tanah miliknya, membebani
tanahnya dengan jaminan untuk pelunasan utang, dan melepaskan
tanahnya kepada orang lain yang dia kehendaki. Namun demikian, harus
dipahami bahwa perbuatan apapun termasuk perbuatan pemilik tanah
atas tanah miliknya tidak sebebas-bebasnya karena ada pembatasan oleh
aturan-aturan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Misalnya,

23
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tidak boleh tanah ditanami tanaman-tanaman yang dilarang oleh hukum
seperti ganja atau tidak boleh pemilik tanah menjadikan tanahnya tempat
untuk membakar sampah dengan maksud hanya menghasilkan asap untuk
mengganggu tetangga sekelilingnya?.

Kepemilikan atas tanah bagi tiap orang dianggap tidak ada persoalan
dengan ia dapat menjelaskan bahwa tanah miliknya diperoleh dari proses
perbuatan hukum yang sah, misalnya pewarisan atau jual beli dan semakin
kuat dengan memegang sertifikat yang dibuat negara yang menetapkan
secara hukum bahwa ia adalah pemilik tanah yang sah. Hal ini sangat benar
pada tataran hukum positif karena milik atas tanah memang diharuskan
memiliki bukti berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan negara. Tanpa
itu sangat sulit bagi seseorang untuk mengklaim bahwa ia adalah pemilik
dari sebidang tanah tertentu.

Pada tataran yang lebih tinggi dari hukum positif yaitu tingkatan
teori muncul persoalan yang menarik untuk dikaji guna ditemukan
jawabannya. Misalnya, mengapa harus ada milik, apakah milik itu, apakah
sertifikat tanah yang diterbitkan negara melahirkan milik atas tanah atau
hanya pengakuan atas tanah milik tanah yang berarti sebelum sertifikat
ada telah ada milik atas tanah tetapi harus ada dokumen negara yang
menguatkannya, dan dari mana milik itu lahir atau dari mana sumber

milik itu berasal.

Eric T. Freyfogle menjelaskan bertapa pentingnya adanya milik dalam
uraian sebagai berikut:

“Bagaimana jika di dunia ini tidak ada milik? Orang-orang akan
bebas pergi kemana pun yang mereka sukai dan mengambil
apa saja yang mereka inginkan. Diantara orang-orang itu ada
seorang warga negara bernama Anna, yang memancangkan
atau mengklaim hak pribadinya atas sebidang tanah tertentu.
Umpamakan kemudian ada orang lain yang datang di wilayah

2 Aan Efendi, Dyah Ochtorina susanti, Prosiding seminar Nasional Hak Kekayaan
Intelektual dan Pertanahan Dalam Rangka Menggali Potensi Daerah, Fakultas Hukum,
Universitas Jember, 2018 hal 2
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BAGIAN [V

Pemberian Hak Pengelolaan atas
Tanah Hasil Reklamasi

Posisi Hukum Negara Maritim Bagi Indonesia

Indonesia sebagai negara maritime mempunyai garis pantai terpanjang
keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan
Panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah laut dan pesisir
Indonesia mencapai % (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km?
dari 7.827.087 km?®). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya
dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan
perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia
memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi
yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat®.

Dengan dilakukannya reklamasi untuk meningkatkan manfaat
sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi
dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak menimbulkan
permasalahan dikemudian hari.

* Ruchyat Deni Djakapermana, Reklamasi Pantai sebagai Alternatif Pengembangan
Kawasan, hal. 1
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Pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan penjabarannya

pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi

di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah disampaikan bahwa

pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:

1.

Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;

Untuk menjaga keberlanjutan dan penghidupan masyarakat maka
reklamasi wajib memberikan akses pada masyarakat menuju
pantai, mempertahankan mata pencaharian yang bersumber dari
kelautan dan perikanan, memberi kompensasi dan memberdayakan
masyarakat terdampak.

Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan
pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;

Fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil harus tetap
diperhatikan dalam kepentingan pemanfaatan reklamasi. Untuk
mencapai hal tersebut maka reklamasi wajib meminimalkan
dampak oseanografi, batimetri, ketidakseimbangan pantai, kualitas
air, dantidak menimbulkan degradasi ekosistem pesisir. Dalam
mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan batasan
dan larangan sebagaimana dipersyarakatkan dalam peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor: 24/PERMEN-KP/2019 dan Nomor
25/PERMEN-KP/2019 berupa:

a. Larangan pengambilan material reklamasi dari pulau kecil terluar,
kawasan konservasi perairan, pulau kecil dengan luas kurang dari
100 Ha, kawasan ekosistem penting (mangrove, lamun, terumbu
karang) dan pulau kecil yang apabila ditambang menimbulkan
kehilangan luas lebih dari 10% dari luas pulau ;

b. Larangan pelaksanaan reklamasi di pantai umum, wilayah kelola
masyarakat adat, alur laut dan kawasan konservasi perairan
(kecuali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau untuk
kepentingan pengelolaan kawasan konservasi)

HAK PENGELOLAAN TANAH
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BAGIAN V

Harmonisasi Peraturan Kemenhub dan
Pemda di Indonesia

Pengelolaan Tanah Pantai Peruntukan Reklamasi

Pengertian “Hak Pengelolaan” secara implisit disebut di dalam Penjelasan
Umum IT angka 2 UUPA yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu
hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.
Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara
dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang
atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan
keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan
kepada sesuatu badan penguasa (departemen jawatan atau daerah
swatantra) untuk diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya masing-
masing.”

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Hak untuk
memanfaatkan lahan HPL tersebut selain dipergunakan sendiri juga dapat
diberikan kepada pihak lain dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB)
dan Hak Pakai®®.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun
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Pemanfaatan dapat diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan
kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang
bersangkutan untuk diberikan dengan Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang
telah disiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara
lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah; penggunaan tanah
untuk keperluan pelaksanaan tugasnya®. Pelaksanaan kewenangan
yang dilimpahkan dalam pemanfaatan HPL ini menyebabkan penerima
kewenangan dapat bertindak dan bertanggung jawab dalam tindakannya.
Kewenangan adalah yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk
memerintah orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu®®. Kewenangan
merupakan dasar hukum yang legal untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam teori pendelegasian kewenangan, menurut HD. Stout
disebutkan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan yang merupakan seluruh aturan-aturan yang
berkenaan dengan Perolehan dan Penggunaan wewenang-wewenang
pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum
publik®.

Sehingga kewenangan dalam menggunakan atau memanfaatkan
lahan Hak Pengelolaan dari negara kepada BUMN Kawasan Industri dan
Pemerintah Daerah diasumsikan akan mengalami perbedaan penerapan
dalam prakteknya, mengingat tujuan pembentukan Pemerintah Daerah
dan BUMN berbeda. Untuk itu penulis akan menyoroti teori dari Budi
Harsono yang menyatakan bahwa “Hak pengelolaan hakekatnya bukanlah

1999 Menurut Pasal 1 Ayat (3)

¥ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Huruf F

*# Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah , Edisi Revisi, Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2001, Hal. 64.

¥ Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, Hal.
71.
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BAGIAN VI

Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Hasil Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial
ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, dan drainase. Izin
pelaksanaan reklamasi adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan
kegiatan atau konstruksi reklamasi. Pemerintah, pemerintah daerah,
dan pelaku usaha yang akan melaksanakan reklamasi di Wilayah pesisir
dan Pulau-pulau Kecil wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dan izin
Pelaksanaan Reklamasi. Izin Pelaksanaan Reklamasi dikecualikan di
DLKr (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan)/DLKp (Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan), Hutan, Tambang, dan Kawasan Konservasi.
Masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi adalah 5 (lima) Tahun dan dapat
dierpanjang hanya 1 (satu) kali.

Persyaratan Izin Pelaksanaan Reklamasi antara lain:

1. Izin Lokasi Perairan

2. Izin Lingkungan kegiatan reklamasi dan sumber material

3. TUP operasi produksi dilengkapi pernyataan kesanggupan
menyediakan sumber material

4. Rencana Induk Reklamasi
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8.

Studi kelayakan Rancangan Detil Reklamasi

Bukti Kepemilikan Lahan

Pernyataan kesanggupan menjaga keberlanjutan kehidupan dan
penghdupan masyarakat

Perjanjian antara Pemohon dan Pemasok Sumber Material

Dampak positif reklamasi di Indonesia antara lain:

1.
2.
3.
4.

Pemanfaatan wilayah pesisir
Industri

Wisata bahari, dan
Perumahan.

Dampak negatif reklamasi di Indonesia antara lain:

AN o e

Akses masyarakat terhadap sarana umum

Akses nelayan dalam mencari ikan

Berkurang/ hilangnya kesempatan usaha

Berkurang/ hilangnya daerah tangkapan ikan

Perubahan aspek hidro-oceanografi

Kerusakan ekosistem (mangrove, terumbu karang, lamun, dll)

Masyarakat penerima dampak di Indonesia antara lain:

1.

Pembudidaya ikan, berkurangnya/ hilangnya akses dan daerah
budidaya ikan;

Nelayan, berkurangnya/ hilangnya akses dan daerah tangkapan ikan;
Masyarakat adat, berkurang/ hilangnya akses;

Masyarakat lainnya; perorangan/ badan hukum yang melakukan
produksi, pemilik/ pengusaha tanah, dIl.

Data Lingkungan Penerima Dampak dari Sisi Karakteristik

Masyarakat, antara lain:

1.
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Nama dan jumlah individu yang terkena dampak;
Jumlah keluarga;

Usia;

Jenis kelamin;

Tingkat Pendidikan;

HAK PENGELOLAAN TANAH

Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan Pemerintah Hasil Reklamasi



Status pekerjaan;
Mata pencaharian;
Lama tinggal;

O *® N

Agama;
10. Kelompok rentan (orang berkebutuhan khusus)

Data Lingkungan Penerima Dampak dari Sisi Infrastruktur, antara
lain:
Kondisi rumah/ pemukiman;
Kondisi jalan;
Jembatan;
Alur pelayaran;
Objek vital;
Ruang terbuka hijau;
Fasilitas pendidikan;
Fasilitas kesehatan;

¥ XN

Sarana peribadatan;

—
e

Kantor dan fasilitas pemerintahan;

[u—
[a—

. Pelabuhan perikanan;

[a—
N

Pelabuhan umum;

—
[S8)

. Fasilitas telekomunikasi;

,_.
b

Sumber air bersih;
15. Fasilitas perekonomian.

Data Lingkungan Penerima Dampak dari Sisi Ekonomi, antara lain:
Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perikanan dan pertanian;
Kepemilikan, luas lahan dan bangunan;

Kepemilikan asset;

Identifikasi keberadaan lembaga keuangan;

Identifikasi kegiatan ekonomi sektor informal;

Identifikasi sumber pendapatan;

NSk D =

Perikiraan penurunan pendapatan warga terkena dampak;
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BAGIAN VI

Konklusi Penguasaan dan Pengelolaan Tanah
Hasil Reklamasi

emerintah daerah kurang atau belum memahami secara utuh ketentuan

mengenai desentralisasi kewenangan di wilayah laut, khususnya yang
berkaitan dengan kepelabuhanan Pemerintah Daerah, kemungkinan
sepenuhnya memahami kedudukan hak dan kewenangannya di wilayah
laut dan khususnya dalam hal kepelabuhanan; yang terlihat dari kenyataan
bahwa sesungguhnya daerah tidak serta merta membubarkan atau
mengambil alih kekuasaan atas pelabuhan-pelabuhan di daerahnya yang
masih dikelola Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menetapkan
agar pengelola pelabuhan tersebut terlebih dahulu memperoleh ijin untuk
menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan umum ataupun pelabuhan
khusus dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kalaupun ada klaim
daerah terhadap hak atas tanah dimana lokasi kegiatan kepelabuhanan
itu diselenggarakan, tampaknya merupakan konsekuensi logis dari
keberadaan otonomi daerah itu sendiri, yang menuntut kompensasi
penggunaan tanah untuk pelabuhan dalam wilayah yurisdiksinya kepada
Pemerintah atau BUMN yang mengusahakan pengelolaan pelabuhan
tersebut. Meskipun demikian, tuntutan sepihak atas pengalihan hak
atas tanah pelabuhan melalui Perda dalam konteks Sistem Administrasi
NKRI, jelas tidak mencerminkan integritas atau kesatupaduan sistem
pemerintahan.
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Harmonisasi peraturan perundangan yang dimiliki oleh Kementerian
Perhubungan dan Pemerintah Daerah di Indonesia terkait hak
pengelolaan atas tanah hasil reklamasi pantai di Indonesia.
Dilakukannya reklamasi pada dasarnya adalah diperuntuk untuk
memperbaiki dan/ atau memanfatkan lahan tak berguna menjadi
berguna terutama di kawasan dan/ atau daerah perairan atau pantai.
Terutama di kawasan Negara maju atau di kawasan kota metropolitan
reklamasi ditujukan untuk memperluas kawasan daerah perkotaan yang
dimana kebutuhan tanah semakin diperlukan.

Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan laut, Penyelenggara
Pelabuhan mengusulkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai kewenangannya, untuk menetapkan batas-batas Daerah Lingkungan
Kerja (DLK) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKp),
berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan.
Selanjutnya Penyelenggara Pelabuhan umum diberikan hak atas tanah
dan perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLK) Pelabuhan untuk
kegiatan kepelabuhanan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Lebih lanjut, mengenai Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKp) diatur dalam
Pasal 9 jo. Pasal 13 Kepmenhub 54/2002.

Berdasarkan Pasal 17 jo. Pasal 18 jo. Pasal 28 PP 61 Tahun 2009 yang
berlaku pada tanggal 7 Mei 2008, mengatur mengenai penetapan lokasi
Pelabuhan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan Rencana Induk
Pelabuhan Nasional (RIPN) disertai Daerah Lingkungan Kerja (DLK) dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut (DLKp), berdasarkan
permohonan dari Pemerintah atau Pemerintah daerah. Rencana Induk
Pelabuhan (RIP) untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul
ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kabupaten/kota,
sedangkan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional oleh Gubernur dengan
terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai
kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.
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Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan
Pemerintah Hasil Reklamasi

Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai hak pengelolaan tanah dalam
konteks pengaturan hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada pemanfaatan
pendapatan pemerintah dari hasil reklamasi. Penulis mengupas berbagai aspek
hukum yang mengatur hak pengelolaan tanah dan bagaimana pendapatan dari proyek
reklamasidapat dioptimalkan untuk kepentingan publik.

Di dalamnya terdapat konsep dasar hak pengelolaan tanah, termasuk definisi,
sejarah, dan evolusi regulasi hukum terkait di Indonesia. Penulis memberikan
gambaran komprehensif mengenai berbagai jenis hak atas tanah, peran pemerintah
dalam pengelolaan tanah, serta kerangka hukum yang mendasarinya.

Selanjutnya, buku ini membahas secara rinci tentang reklamasi tanah, proses
pelaksanaannya, dan dampak ekonominya. Penulis menguraikan bagaimana proyek
reklamasi dilakukan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengawasan. Terdapat pula studi kasus yang menggambarkan proyek reklamasi di
berbagai wilayah Indonesia, yang menyoroti praktik terbaik serta tantangan yang
dihadapi.

Penulis menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur
pendapatan pemerintah dari reklamasi, termasuk mekanisme pemungutan, distribusi,
dan penggunaannya. Dalam bab ini, diulas pula bagaimana pendapatan tersebut
dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Hak Pengelolaan Tanah: Pengaturan Hukum Pemanfaatan Pendapatan
Pemerintah Hasil Reklamasi adalah sumber penting bagi akademisi, praktisi hukum,
pembuat kebijakan, dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah dan
reklamasi. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga panduan
praktis yang dapat diterapkan untuk mendukung tata kelola tanah yang lebih baik di
Indonesia.
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